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PERATURAN GUBERNUR SUMATTRA UTARA
ISOMOR 62 TAHUN 2OI2

TENTANG

PET{T'ABARAII AI{GGARAN PENDAPATAN DAT{ BPLAITJA DAERAII PROVINSI SUMA?ERA UTARA
TAHUIV ANGGARA$ 2013

: 1.

DENGAN RAIIMAT TUHAT{ YANG MAHA TSA

GUBERITUR SUIIIATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 menyatakan Gubernur Sumatera Utara menetapkan
Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O13;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagnimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun L994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 7997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O3 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor L5 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor aaOO\
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a2ll;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, ?ambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20O8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 48a41;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ra1ryat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O9 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 195O tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 20OO tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O0 Nomor 21O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO2Bl;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O04 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44161sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2L
Tahun 2O07 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20O4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47121

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2O05 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a1?a\
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOS Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575);
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Peraturan Pemerirttah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45Z6l;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S7B);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pen5rusunan dan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O06 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a61a);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O07 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4TSTI;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pen5rusunan Peraturan Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O
Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51o4);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O12 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O10 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Irtdonesia Tahun 201O Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Pedornan Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara
Republik Irtdonesia Tahun 2O11 Nomor 310h
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pen5rusunan
Anggaran Pendapatan dan Bela4ia Daerah Tahun Anggaran 2O13;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2O08 tentang tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Frovinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 6|;
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan ?ata Kerja Dinas-Dinas Daerah provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah provinsi
Sumatera Utara Nomor 8);
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sumatera Utara (l,embaran Daerah Provinsi Surnatera Utara Tahun 2008 Nonror 9, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
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34. Peraturan Daerah iriomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O09 Nomor 6, Tambahan l,embaran Daerah provinsi
Sumatera Utara Nomor 17);

35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O10 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera
Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor L, Tambahan Lembaran Daerah Frovinsi
Sumatera Utara Nomor L);

36' Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Frovinsi Sumatera Tahun 2012 Nomor 4l;

fWIIrUSraAIf !

MCNCTAPKAN : PER{TURAN GUBERNUR TEMANG PENJABARAN ANGGAMN PONDAPATAN DAN BELdTNJA DAERAH PROVINST
SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan

2. Belanja

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Surplus/(Defisit)

Rp. 8,481,871,649,956.00

8p, 8,866,922,252,506.00

Rp. 385,050,602,550.00

8p.

Rp. (385,050,602,550.001

Rp. 385,0501602,550.00

-Ep.

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

pr.d 2

Penjabaran APBD rebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam IrEpiran yang merupakan bagian y6rg tidaf. terpisal&ai dari
Pe.aturen Gub€rnur ini.



ps..l 3

Peraturan Gubemur ini mulai bertraku pada tanggal diundairgkafl
Agar s€tiap oratrg mengetahuinya, me&erintahkan pengundsngan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya da.lam Berita Daerah
hl]vinsi Sumatera Ut6ra.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal28 Desember 2012

PIt. GIIBERNUR SUMATTRA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal AE Ortu'nbnf 9o?2.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 5I


